
 

 

 

 

 

BUPATI WONOSOBO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN  BUPATI WONOSOBO 

NOMOR 55 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 37 

 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang  :  a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo 

Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata 

Laksana Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja sudah 

tidak sesuai bagi peningkatan efektifitas pengelolaan Unit 

Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja, maka perlu 

mengubahnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit 

Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494 ); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

SALINAN 
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); 

7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana 

Teknis Balai Latihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2015 Nomor 37); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 37 TAHUN 2015 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan 

Kerja (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 37) diubah, 

sebagai berikut : 

 

1. Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga 

keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

3. Bupati adalah Bupati  Wonosobo. 

4. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kantor Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. 

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Wonosobo. 

6. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah tempat 

diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan 

sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi 

kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja 
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dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk 

meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraannya.  

7. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut 

UPT BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang 

menginduk pada Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

8. Kepala UPT adalah Kepala UPT BLK pada Kantor Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. 

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

 

2. Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BLK pada Kantor Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi. 

 

3. Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

UPT BLK adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Kantor 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berfungsi pengelolaan dan pelayanan 

pelatihan tenaga kerja, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

 

4. Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

UPT BLK yang menginduk pada Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan tugas teknis operasional, yaitu 

pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan pelayanan 

konsultasi dibidang pelatihan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 

serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan, secara terpadu, 

efisien, efektif, dan akuntabel bagi terwujudnya tenaga kerja yang terampil, 

produktif, dan kompetitif. 

 

5. Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) UPT BLK wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan 

Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur 

(SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara 

periodik, dinamis dan berkesinambungan. 

(2) UPT BLK wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan 

Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, 

ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Kantor serta pihak-pihak 

terkait secara periodik dan berkesinambungan. 
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(3) UPT BLK mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, 

pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, 

kebijakan, program, dan kegiatan. 

(4) UPT BLK wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan 

tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta 

penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, 

baik secara manual maupun elektronik. 

(5) UPT BLK wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

 

6. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 

12 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Hubungan kerja antara Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 

UPT BLK bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan. 

(2) Hubungan kerja antara UPT BLK dengan Kantor Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi bersifat pertanggungjawaban dan konsultasi teknis. 

(3) Hubungan kerja antara UPT BLK dengan OPD, Camat, dan Pemerintah 

Desa/Kelurahan bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan. 

(4) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, 

proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Kantor secara 

berkala maupun insidentil, dan tepat waktu. 

(5) Kepala UPT menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses 

dan hasil program/kegiatan kepada OPD, Camat, dan Pemerintah 

Desa/Kelurahan serta mitra kerja lainnya. 

 

7. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib 

menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas 

pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang 

dinilai secara periodik oleh Kepala Kantor. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf b wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja 

sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang 

dipangkunya, yang dinilai oleh Kepala UPT dan dilaporkan kepada 

Kepala Kantor. 

(3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaksanakan pembinaan integritas, 

profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.  

(4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan 

bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas 

pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan 

kegiatan. 

(5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian 

kinerja serta pengawasan  kepada bawahannya dalam pelaksanaan 
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tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan 

program dan kegiatan. 

(6) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaksanakan dan menerapkan 

pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT BLK 

wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara 

berjenjang. 

(8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada 

atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan 

menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

 

 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 21 April 2015 

  

BUPATI WONOSOBO, 

 

ttd 

 

H. A.  KHOLIQ  ARIF 

Diundangkan di  Wonosobo 

pada tanggal 22 April 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

 

ttd 

 

EKO SUTRISNO WIBOWO 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 55 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN WONOSOBO, 
 

 

 

Drs. GIRI ATMOKO, M.Si 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19700527 199001 1 001 


